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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

taufik dan hidayahNya, sehingga kami telah dapat menyusun laporan tahunan yang 

merupakan kesimpulan singkat tentang pelaksanaan tugas pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe selama satu tahun khusus tahun 2018. 

Laporan tahunan ini disusun berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada serta 

dilaksanakan pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe selama tahun 2018 baik 

menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi serta masalah-masalah yang dihadapi, 

berikut cara pemecahannya yang disertai dengan lampiran-lampiran pendukung. 

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban kepada atasan dan juga 

sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas bagi atasan dalam rangka 

pembinaan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe di masa-masa yang akan datang. 

Dalam menyusun laporan ini kami menyadari masih ada  kekurangan-kekurangan,  

karena itulah kami sangat mengharapkan saran-saran dan juga kritik-kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri serta memohon ampunanNya.  AMIN 

YA RABBAL ‘ALAMIN. 

Lhokseumawe,  31 Desember 2018 

KETUA, 

 

Dto 

DRS. SURYA, SH.  

NIP. 196510021994031005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Kebijakan Umum Peradilan 

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas 

pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

oleh pencari keadilan, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Untuk terlaksananya tugas-tugas tersebut dengan baik, dan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya harus tetap merujuk 

kepada ketentuan yang telah ada, meskipun demikian kebijakan umum peradilan 

menjadi pendukung utama untuk kesuksesan jalannya tugas-tugas peradilan. 

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989, meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, waqaf, zakat, infaq, 

shadaqah dan ekonomi syariah, sedangkan tugas dan kewenangan dalam pasal 128 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh meliputi bidang al-

Ahwal al Syakhshiyah, Muamalah dan Jinayah. 

Untuk terlaksananya prinsip peradilan dan tugas-tugas tersebut, dirumuskan 

kebijakan umum peradilan selama masa kegiatan 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan 

dengan mengoptimalkan kinerja, daya dan fasilitas yang ada untuk tercapainya 

kepuasan masyarakat. 

2.   Menciptakan suasana kerja yang harmonis, berdisiplin, berdedikasi dan bertanggung 

jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing pada semua jenjang agar dapat 

menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien. 

3. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik di bidang 

teknis yudisial maupun non yudisial melalui berbagai kegiatan dan kesempatan yang 

ada melalui pelatihan, seminar, kesempatan, peningkatan jenjang pendidikan ke 

strata yang lebih tinggi, serta melalui bimbingan secara rutin dan berjenjang. 

4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung 

pelayanan masyarakat. 
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5.  Mengupayakan pengawasan sesuai pedoman pelaksanaan pengawasan untuk 

terlaksananya tugas-tugas sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku.  

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai salah satu ujung tombak lembaga 

peradilan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum bagimasyarakat pencari 

keadilan yang beragama islam diwilayah Kabupaten Klaten. Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe mempunyai wilayah hukum yang terdiri 4 kecamatan dan meliputi 71 

desa/gampong. 

Dari masa ke masa Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mengalami perubahan 

dan perkembangan baik dari segi fisik bangunan, sarana pendukung dan para 

pimpinannya, demikian juga jumlah perkara yang diterima dan dise lesaikan. 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang telah 

dijabarkan dalam kerja yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain 

progaram Reformasi Birokrasi dan Program keterbukaan informasi Pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, 

transparan dalam memberikan pelayanan. 

Dalam hal keterbukaan informasi stelah dikeluarkan surat keputusan KMA : 144-

1/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan maka masyarakat 

dipermudah untuk akses informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur 

perkara, jadwal sidang, struktur organisasi melalui www.ms-lhokseumawe.go.id. 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang memiliki jumlah pegawai 28 orang pegawai 

dan 14 pegawai honorer menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme 

institusi. Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun 2018 menetapkan arah 

kebijakan terbangunnya transparansi peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal 

ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan karena disamping harus menyiiapkan 

kualitas dan kwantitas sumber daya manusia yang memadai juga harus disiapkan sarana 

pendukung kerja yang standar termasuk didalamnya gedung kantor dan sarana 

kelengkapan gedung yang standar.  

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan kewajiban meng awasi 

bawahannya dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi 

penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan melekat. Selama tahun 2018 

http://www.ms-lhokseumawe.go.id/
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Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara 

sebanyak 507 perkara dengan rincian sisa perkara tahun 2015 sebanyak 80 dan diterima 

pada tahun 2018 sebanyak 427 perkara.  

Dalam melaksanakan tugas pokok Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berpegang 

teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang teknis 

yudisial maupun dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dengan berpedoman 

pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA.001/ SK/1/1991 tanggal 24 Januari 

1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi, ditunjang SIADPA 

PLUS/SIPP Adapun dalam bidang teknis yudisial khususnya dalam penyelenggaraan 

persidangan, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah melaksanakan azas persidangan 

secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh 

Undang-undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, segenap 

aparat Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe selalu berusaha untuk meningkatkan 

kwalitas pelayanan terhadap para pencari keadilan. 

Dalam rangka pelaksanaanreformasi birokrasidan percepatan kinerja dilingkungan 

Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat 

pencari keadilan,sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

126/KMA/SK/2012 tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka 

segenap pegawai Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe selalu berusaha meningkatkan 

kwalitas pelayanan publik dan transparansi dalam menjalakan tugas pokok dan 

kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi informasi.Antara lainmenyediakan 

Meja Informasi, Touch Screen informasi perkara dan SMS Gateway.  

Bermula dari lahirnya Undang- undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan 

kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 

menambah eksistensi dan kedudukan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam 

melaksanakan tugas pokok danfungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi 

tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan 

Agama harus lebih diintensifkan.  
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B. Visi dan Misi 

a. Visi  

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita 

dari cita yang ingin diwujudkan. Beranjak dari hal tersebut, visi Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe adalah : 

“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE  YANG AGUNG”. 

 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

telah menetapkan misi yang harus dilaksanakan adalah : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan 
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BAB II 

 

A. STRUKTUR ORGANISASI & TUPOKSI 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta 

tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI “. Namun sejak berlakunya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang 

tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang baru sesuai Undang- Undang tersebut di atas, 

sehingga Susunan Organisasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe masih mengacu pada 

ketentuan peraturan yang lama. 

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

disebutkan Susunan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terdiri dari Pimpinan, Hakim 

Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan 

bahwa Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terdiri dari seorang Ketua dan 

seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan 

tugasnya Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dibantu oleh seorang Wakil 

Panitera,beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa 

juru sita”.Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan 

bahwa”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”,hal ini berbeda dengan 

ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah untuk 

keduakalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. 

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar`iyah Lhokseumawe adalah 

kekuasaan dan kewenangan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh 

ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dalam bidang ibadah dan syi`ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. 

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, 
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memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

a. perkawinan; 

b. waris; 

c. wasiat; 

d. hibah; 

e. wakaf; 

f. zakat; 

g. infaq; 

h. shadaqah; dan 

i. ekonomi syari'ah. 

Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan 

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : 

a) Bank syari'ah; 

b) Lembaga keuangan mikro syari'ah; 

c) Asuransi syari'ah;  

d) Reasuransi syari'ah; 

e) Reksa dana syari'ah; 

f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 

g) Sekuritas syari'ah; 

h) Pembiayaan syari'ah; 

i) Pegadaian syari'ah; 

j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan 

k) Bisnis syari'ah. 

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 

dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan 

kewenangan terhadap Mahkamah Syar`iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: 

a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah; 

b. Mu'amalah; 

c. Jinayah. 
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Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai 

dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka 

sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. 

Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun 

tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam 

maupun hukum acara jinayah Islam. 

Pembentukan Mahkamah Syar’iyah di Aceh tidak terlepas dari politik hukum yang 

terbangun pasca reformasi. Dimana salah satu cita-cita reformasi adalah penegakan 

supremasi hukum disegala bidang. Selain itu juga, pembentukan lembaga baru dalam 

kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjadikan sistem peradilan Indonesia bersih dan 

berwibawa. Keberadaan Mahkamah Syar’iyah pada awalnya ditetapkan dengan 

diberlakukannya Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam, dimana dalam 

Pasal 2 qanun tersebut ditegaskan bahwa: 

(1) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta 

melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak 

manapun. 

(3) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan 

dari Mahkamah Syar’iyah yang telah ada.  

Menurut dari pasal di atas bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan pengembangan 

Mahkamah Syar’iyah, yang berarti setiap Mahkamah Syar’iyah yang ada dalam wilayah 

Aceh dirubah namanya menjadi Mahkamah Syar’iyah. Perubahan nama tersebut merupakan 

konsekuensi dari penerapan syari’at islam di Aceh, sehingga dibutuhkan sebuah institusi 

peradilan yang berwenang dalam menjaga ketentuan syari’at islam. 

Perubahan Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah 

Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi telah 

dikuatkan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan 

Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah 

Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa Peradilan Syari’at di 

Aceh akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah. Dalam 
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melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar’iyah akan melaksanakan kewenangan yang 

tadinya dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah, dengan demikian perkara yang tadinya 

diselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah, sekarang menjadi kewenangan Mahkamah 

Syar’iyah. 

Sebagai upaya menentukan arah politik hukum sebagaimana digariskan oleh GBHN 

tahun 1999-2004, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, untuk wilayah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia telah dideklarasikan adanya Peradilan Syari’at Islam sebagai bagian dari sistem 

Peradilan Nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh 

pihak manapun (Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh).  

Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk menjalankan 

syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: “Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi 

setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.” Adapun tugas dan fungsi dari 

Mahkamah Syar’iyah meliputi tugas dan fugsi di bidang justisial dan bidang non justisial. 

Di bidang justisial Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas untuk menerima, 

memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhshiyah 

(hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 

2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syakhshiyah meliputi 

masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat . Bidang muamalah antaranya meliputi masalah 

jual beli, utang-piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, 

wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan. 

Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis 

hukuman hudud, qishas, dan ta’zir. Di bidang jinayah kita telah mempunyai tiga qanun 

jinayah yaitu: 

1. Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. 

2. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian). 

3. Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). 

Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan: “Kekuasaan dan kewenangan 

Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan 

Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh, ditambah dengan kekuasaan dan 
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kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar 

Islam yang ditetapkan dalam qanun”. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada 

Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 

KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum 

kepada Mahkamah Syar’iyah dalam perkara-perkara muamalat dan jinayah yang ditetapkan 

dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  

Dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman disebutkan bahwa: 

Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan 

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya 

menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam 

lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan 

umum. 

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989, 

disebutkan Susunan Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, 

Panitera/Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa susunan 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan 

Sekretaris, sedangkan di dalam pasal 10 ayat (2) menyebutkan Pimpinan Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 

26 ayat (3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera dan Sekretaris 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dibantu oleh  beberapa Panitera Muda, dan beberapa 

orang Panitera Pengganti. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

pasal 44 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Panitera Pengadilan tidak 

merangkap Sekretaris Pengadilan. Namun sampai sekarang ketentuan Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut belum terlaksana. 

Jabatan Sekretaris masih dirangkap oleh Panitera dan dalam melaksanakan tugasnya 

Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 

beberapa orang Kaur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan 

bahwa tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.  
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Namun sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang 

tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tatakerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan, sehingga susunan organisasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe masih 

mengacu pada ketentuan peraturan yang baru yaitu:  
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I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

Standard Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam rangka mendukung visi 

misi lembaga. Selain itu Standard Operasional Prosedur juga menjadi alat ukur tingkat 

pencapaian kinerja setiap pegawai menuju Good Government sebagai mana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe, bahwa Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terdiri dari unsur 

kepaniteraan dan kesekretariatan. Dalam berjalannya tugas pokok dan fungsi masing – 

masing elemen organisasi, mulai dari eselon II sampai staf serta pegawai fungsional 

atau mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah untuk memberikan pelayanan 

terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah 

pedoman pelayanan (Standar Operasional Prosedur Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe yang meliputi seluruh bagian dalam struktur kerja, dengan harapan agar 

setiap tugas yang dikerjakan oleh aparatur Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat 

dilakukan secara tepat, jelas, terarah, serta tepat waktu penyelesaiannya.  

Standar Operasional Prosedur Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat 

dilihat dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor :W1-

A5/54/KP.04.6/V/2016, tanggal 04 Mei 2016  yang menjabarkan dan menguraikan 

jumlah SOP yang dimiliki oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang mempunyai 

funngsi untuk : 

- Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas dan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat; 

- Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan suatu tugas; 

- Mempertegas tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe ; 

- Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan 

tugas ; 

- Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe secara proporsional. 

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, 

mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas 
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untuk mencapai visi dan misi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada Umumnya. 

SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu 

kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. 

Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

proses pelayanan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat terkendali dan dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe dibagi menjadi 2 bagian yaitu : Teknis (Kepaniteraan) dan Non Teknis 

Kesekretariatan, dengan uraian Standar Operasional Prosedur (SOP) Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe sebagai berikut : 

N

o 
Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Ket. 

I Teknis Pengadilan    

1 
Ketua 

1 SOP 1. SOP Penetapan Penunjukan 

Majelis Hakim 

 

2 
Hakim 

2 SOP 
1. SOP Layanan Penundaan 

Sidang 

2. SOP Penetapan Hari Sidang 

 

3 
Panitera 

34 SOP 

1. SOP Pelayanan Mohon Bantuan 

Pemeriksaan Saksi ke 

Pengadilan Agama Lain 

2. SOP Pelayanan Pemeriksaan 

Setempat 

3. SOP Pelayanan Mohon Bantuan 

Pemeriksaan Setempat ke 

Pengadilan Agama Lain 

4. SOP Pelayanan Mediasi 

5. SOP Layanan Pos Bantuan 

Hukum 

6. SOP Layanan Sidang diluar 

Gedung 

7. SOP Penetapan penunjukan 

Panitera Pengganti 

8. SOP Pelayanan Mohon Bantuan 

Pemeriksaan Saksi dari 

Pengadilan Agama Lain 
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9. SOP Pelayanan Teguran Panjar 

Biaya Perkara yang Menambah 

Panjar 

10. SOP Pelayanan teguran Panjar 

Biaya Perkara yang Tidak 

Menambah Panjar 

11. SOP Pelayanan Sita Buntut 

12. SOP Pengelolaan ATK Perkara 

13. SOP Pelayanan Penerimaan 

Perkara Dalam Ekonomi 

Syariah  Dengan Acara 

Sederhana Tidak Memenuhi 

Syarat 

14. SOP Pelayanan Keberatan 

Dalam Perkara Upaya Hukum 

Perkara Sederha Dalam 

Ekonomi Syariah Telah 

Melewati Batas Waktu 

15. SOP Pelayanan Pengajuan 

Keberatan Dalam Perkara 

Upaya Hukum Perkara Sederha 

Dalam Ekonomi Syariah Yang 

Memenuhi Batas Waktu 

16. SOP Pelayanan Pembebasan 

Biaya Perkara Tingkat Pertama 

17. SOP Pelayanan Pembebasan 

Biaya Perkara Tingkat Banding 

18. SOP Pelayanan Pembebasan 

Biaya Perkara Tingkat Kasasi 

19. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Riil 

20. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Pembayaran Sejumlah 

Uang 

21. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Selain Putusan 

Pengadilan Agama dengan 

lelang 

22. SOP Pelayanan Mohon Bantuan 

Eksekusi ke Pengadilan Agama 

Lain 
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23. SOP Pelayanan Mohon Bantuan 

Eksekusi dari Pengadilan 

Agama Lain 

24. SOP Pelayanan Permohonan 

Pendaftaran Surat Kuasa 

Khusus 

25. SOP Penunjukan 

Jurusita/Jurusita Pengganti 

26. SOP Pelayanan Prodeo Pada 

Tingkat Pertama 

27. SOP Pelayanan Prodeo Pada 

Tingkat Banding 

28. SOP tentang Prosedur 

Pelayanan Prodeo Pada Tingkat 

Kasasi 

29. SOP Pelayanan Sita Jaminan 

30. SOP Pelayanan Sita Harta 

Bersama Tanpa Perkara 

31. SOP Pengelolaan Sisa Panjar 

32. SOP Permohonan Bantuan 

Panggilan/Pemberitahuan ke 

Pengadilan Agama Lain 

33. SOP Pelayanan Mohon Bantuan 

Pemeriksaan Setempat dari 

Pengadilan Agama Lain 

34. SOP Pengelolaan Panjar biaya 

Perkara 

4 Panmud 

Permohonan 

5 SOP 

1. SOP Penyerahan Produk 

Pengadilan 

2. SOP Pelayanan Permohonan 

Isbat Nikah Volunter 

3. SOP Pengiriman Salinan 

Putusan Kepada Para Pihak 

4. SOP Permintaan Salinan 

Putusan/Penetapan 

5. SOP Penerimaan Perkara 

 

 

5 
Panmud Gugatan 

13 SOP 
1. SOP Pelayanan Permohonan 
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Konsinyasi 

2. SOP Pelayanan Perkara 

Ekonomi Syariah Memenuhi 

Syarat Dengan Pemeriksaan 

Sederhana 

3. SOP Pelayanan Permohonan 

Perceraian dari PNS atau TNI 

atau Polri 

4. SOP Pelayanan Banding 

5. SOP Pelayanan Kasasi 

6. SOP Pelayanan Kasasi  Yang 

Tidak Memenuhi Syarat Formal 

Dengan Alasan Melebihi Batas 

7. SOP Pelayanan Kasasi  Yang 

Tidak Memenuhi Syarat Formal 

Dengan Alasan Tidak 

Mengajukan Memori Kasasi 

8. SOP Pelayanan Peninjauan 

Kembali 

9. SOP Pengembalian Kutipan 

Akta Nikah 

10. SOP Penyerahan Akta cerai 

11. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada 

Cerai Talak 

12. SOP Pelayanan Akta Cerai pada 

Cerai Gugat 

13. SOP Penyerahan Salinan 

Putusan Pertama Kepada Para 

Pihak 

6 
Panmud Hukum 

7 SOP 

1. SOP Pelayanan Permohonan 

Isbat Rukyah Hilal 

2. SOP Prosedur Pengaduan 

3. SOP Pengiriman Salinan 

Putusan yang Sudah 

Berkekuatan Hukum Tetap ke 

KUA 

4. SOP Layanan Informasi 

5. SOP Pengarsipan 

6. SOP Prosedur Pelaporan 

7. SOP Pelayanan Perkara yang 

Berkekuatan Hukum Tetap 

 

 

 

7 
Panmud Jinayat 

2 SOP 
1. SOP Penerimaan Perkara 
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Jinayat 

2. SOP Diversi 

8 
Panitera Pengganti 

2 SOP 
1. SOP kegiatan persiapan 

persidangan 

2. SOP Pelayanan Ikrar Talak 

 

9 
Jurusita Pengganti 

5 SOP 

1. SOP Pemanggilan Mediasi 

2. SOP Panggilan/pemberitahuan 

dari pengadilan agama lain 

3. SOP Pelayanan Pemberitahuan 

Isi Putusan 

4. SOP Layanan Pemanggilan 

Saksi 

5. SOP Pemanggilan Para Pihak 

 

1

0 
Kasir 

2 SOP 
1. SOP Pembayaran Panjar Biaya 

Perkara 

2. SOP Pengambilan Sisa Panjar 

 

I

I 
Non Teknis  

1 

Kasubbag 

Kepegawaian, 

Organisasi dan 

Tatalaksana. 

14 SOP 

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan 

Sosialisasi, Peran, Tugas dan 

Tanggungjawab 

 

2. SOP Pengembangan Pegawai 
 

3. SOP Ijin Belajar dan Tugas 

Belajar 

 

4. SOP Pengelolaan Pegawai 
 

5. SOP Pengelolaan Kartu 

Pegawai, Pensiun dan BPJS 

 

6. SOP Pengelolaan Absensi 

Pegawai 

 

7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai 
 

8. SOP Pengelolaan Kenaikan 
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Pangkat 

9. SOP Kenaikan Gaji Berkala 
 

10. SOP Pengelolaan Ijin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi 

Pegawai 

 

11. SOP Pengelolaan Pensiun 

Pegawai 

 

12. SOP Pemberian Nilai Kepada 

Pegawai dan Pendelegasian 

Wewenang 

 

13. SOP Pemberian penghargaan 

kepada pegawai 

 

14. SOP Pelaporan Harta Kekayaan 

Pegawai dan Pejabat Negara 

 

2 
Kasubbag 

Umumdan 

Keuangan 

12 SOP 

1. SOP Pengelolaan Tata Naskah 

Dinas 

 

2. SOP Pengelolaan Arsip Aktif 

dan Inaktif 

 

3. SOP Penatausahaan Aset 
 

4. SOP Penatausahaan Persediaan 
 

5. SOP Pemeliharaan Lingkungan 

dan Keamanan 

 

6. SOP Pelaksanaan Kehumasan 

dan Keprotokolan 

 

7. SOP Pemberian Informasi 
 

8. SOP Pengelolaan Perpustakaan 
 

9. SOP Pencairan Anggaran 
 

10. SOP Pertanggungjawaban 

Anggaran 

 

11. SOP Penatausahaan PNBP 
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12. SOP Penyusunan Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

3 

 

Kasubbag 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan. 

4 SOP 

1. SOP Penyusunan Rencana 

Program dan Anggaran 

 

2. SOP Penyusunan SAKIP 
 

3. SOP Penyusunan Laporan 
 

4. SOP Pengelolaan TI 
 

 

Adapun Standar Operasional Prosedur yang telah dilaksanakan pada Mahkamah 

Syar’iyah Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan rincian   terdiri dari : 

SOP TEKNIS: 

1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi : 

- SOP Penerimaan Perkara 

- SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma - Cuma (Prodeo) 

- SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS 

- SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli 

- SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim 

- SOP Tata Persidangan 

- SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara 

- SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak 

berperkara 

- SOP Publikasi Putusan 

- SOP Permohonan Banding 

- SOP Permohonan Perkara Kasasi 

- SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali 

- SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi 

- SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat 

- SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang 
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- SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui Kementrian 

Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi 

- SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi 

- SOP Penyampaian Salinan Putusan 

- SOP Pengarsipan Berkas Perkara 

 

SOP NON TEKNIS 

2. Standard Operasional Prosedur dibidang kesekretariatan meliputi : 

 Bagian Kepegawaian 

- SOP Daftar Hadir Pegawai 

- SOP Penilaian Pegawai  DP3/SKP. 

- SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun 

- SOP Kenaikan Gaji Berkala 

- SOP Usulan Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes 

- SOP Cuti 

- SOP Administrasi 

 Bagian Keuangan 

- SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL 

- SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA 

- SOP Rencana penarikan dana 

- SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM 

- SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk 

- SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji 

- SOP Uang Makan 

- SOP Uang Lembur 

- SOP Gaji ke 13 

- SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya 

- SOP Pengajuan uang persediaan 

- SOP Pengajuan tambahan uang persediaan 

- SOP Pengajuan GU Persediaan 

- SOP Pengajuan SPM langsung 
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- SOP Pengelolaan PNBP 

- SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan 

- SOP Pelaporan Keuangan 

- SOP Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran 

 Bagian Umum 

- SOP pengelolaan Surat Masuk 

- SOP pengelolaan surat keluar 

- SOP penataan Arsip 

- SOP penata usahaan asset tetap 

- SOP Penata usahaan asset lancar 

- SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

- SOP pengelolaan perpustakaan 

- SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana 

- SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor 

- SOP keamanan kantor 

- SOP Protokoler dan HUMAS 

- SOP Pelayanan Publik 

- SOP Teknologi Informasi 

- SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian 

akrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan, sesuai 

dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. 

c. Bidang Pengembangan 

Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar 

pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan 

Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan 

pelatihan dalam organisasi. 

d. Bidang Penghargaan 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar 

pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-

lain. 
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II. SASARAN KINERJA / SKP 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar 

peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-

undangan tentang disiplin PNS Untuk itu guna meningkatkan prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil, pemerintah telah memberlakukan agar semua Pegawai Negeri Sipil 

menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sehingga dapat diketahui sasaran kerja serta 

prestasi kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP 

Nomor 46 Tahun 2011 dan Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

Adapun penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dimaksud telah disosialisasikan 

oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Syar’iyah Aceh kepada seluruh pegawai di 

lingkungan peradilan dan atas ketentuan tersebut seluruh pegawai Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe.  

Penilaian kinerja PNS menggunakan SKP adalah salah satu solusi untuk 

mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 

Januari 2018. 
 

Sedangkan untuk jumlah Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai diuraikan sebagai berikut : 

NO Sasaran Kerja Pegawai 

Jumlah 

Kegiatan Tahun 

2018 

Keterangan 

I Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

1 Ketua 21 Kegiatan  

2 
Hakim 1  13 Kegiatan 

 

3 
Hakim 2  12 Kegiatan 

 

4 
Hakim 3  15 Kegiatan 
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5 
Hakim 4  14 Kegiatan 

 

6 
Hakim 5  10 Kegiatan 

 

7 
Hakim 6  12 Kegiatan 

 

8 Panitera 
30 Kegiatan 

 

9 Panmud Permohonan 
14 Kegiatan 

 

10 Panmud Gugatan 
14 Kegiatan 

 

11 Panmud Hukum 
16 Kegiatan 

 

12 Panmud Jinayat 
15 Kegiatan 

 

13 Sekretaris 
13 Kegiatan 

 

14 Kasubbag Kepegawaian & Ortala 
24 Kegiatan 

 

15 Kasubbag PTIP 
13 Kegiatan 

 

16 Panitera Pengganti 1  
8 Kegiatan 

 

17 Panitera Pengganti 2  
8 Kegiatan 

 

18 Jurusita Pengganti 1 
10 Kegiatan 

 

19 
Jurusita Pengganti 2  7 Kegiatan 

 

20 
Jurusita Pengganti 3  13 Kegiatan 

 

21 Bendahara 
19 Kegiatan 

 

22 Kasir 
15 Kegiatan 

 

23 Staf Umum & Keuangan 
25 Kegiatan 

 

24 Staf Panmud Gugatan 
7 Kegiatan 
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B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 

 

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe, maka pada Tahun 2018 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah 

melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar untuk 

meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua ( Justice For All ), dengan telah 

menjalankan beberapa program utama yaitu : 

- Akreditasi Penjaminan Mutu ( Sertifikasi ISO Pengadilan ) 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor W1-

A/1504/HM.00/6/2018, tanggal  29 Mei 2018 tentang peserta Akreditasi Penjaminan 

Mutu Pengadilan Agama di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh tahap 2 Tahun 

2018, dimana Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai salah satu yang 

diikutsertakan dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu. 

Dengan adanya penunjukan tersebut maka Ketua Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe mengambil langkah sebagai tindak lanjut dengan menerbitkan surat 

keputusan Nomor : W1-A5/OT.01.3/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang 

Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 2 Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe. 

Program Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi bidang, yaitu : 

a. Bidang Pimpinan 

b. Bidang Hakim Pengawas Bidang 

c. Bidang Hakim Pengawas dan Pengamat 

d. Bidang Hakim 

e. Bidang Kepaniteraan 

f. Bidang Kejurusitaan 

g. Bidang Umum dan Keuangan 

h. Bidang Kepegawaian dan Ortala 

i. Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan 
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- Posbakum ( Pos Bantuan Hukum ) 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada Tahun 2018 tidak memiliki anggaran 

tentang Posbakum. 

- Sidang Keliling 

Pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas 

terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di Wilayah Yurisdiksi 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

Dalam rangka pemetaan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat 

yang kurang mampu (Justice For All),  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

melaksanakan suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa 

Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dimana sasarannya seluruh 

masyarakat pencari keadilan di wilayah Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang 

terdapat kendala tempat tinggal yang jaraknya jauh dari Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe dengan harapan dapat memperingan bhiaya transportasi dan 

mempercepat akses berperkara di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

Pada Tahun 2018 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah merealisasikan 

pelaksanaan sidang keliling di 3 Kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe dengan 

biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang merupakan 

biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2018. 

Rincian lokasi pelaksanaan Sidang Keliling pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe Tahun 2018 Sebagai berikut : 

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti 

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu 

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat 

- Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara ) 

Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 

dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukan Surat 
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Keteangan Tidak Mampu dari Desa dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan 

lain-lain. 

Fasilitas pembebasan biaya perkara di Pengadilan adalah sebuah layanan dimana 

biaya proses berperkara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara. Pada tahun 2018 

terdapat 25 Perkara yang mengajukan Pembebasan biaya perkara dan telah dilayani 

di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

Data Layanan pembebasan biaya perkara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

No Nomor Perkara Biaya

1 45/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

2 52/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

3 54/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

4 24/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

5 63/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

6 75/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

7 90/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

8 109/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

9 131/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

10 136/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

11 49/Pdt.P/2018/MS-Lsm 350.000                         

12 149/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

13 151/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

14 160/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

15 176/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

16 188/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

17 192/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

18 207/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

19 210/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

20 213/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

21 214/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

22 223/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

23 248/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

24 250/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

25 251/Pdt.G/2018/MS-Lsm 350.000                         

8.750.000                      Jumlah Total  
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA  

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada wilayah Hukum Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe. 

No Nama Jabatan Keterangan 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe   

1 Drs. Surya, SH Ketua  

2 Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail,MH Hakim  

3 Drs. Muhammad. Amin, SH, MH Hakim  

4 Drs. H. Ahmad Luthfi Hakim  

5 Drs. Iskandar, MH Hakim  

6 Robinhot Kaloko, SH., MH. Hakim  

7 Dra. Hj. Nur Ismi, SH Hakim  

8 Drs. Razali Hakim  

9 Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin Hakim  

10 Khudaini, S.H. Panitera  

11 Sabri, S.H Panitera Muda Hukum  

12 Drs. Hamdani Panitera Muda Gugatan  

13 M. Al Mahdi Panitera Muda Jinayah  

14 Fauzan, SH Panitera Muda Permohonan  

15 Safaridah, S.Ag. 

 

Panitera Pengganti  

16 Syarbaini, S.Ag Sekretaris  

17 Roslia, SH Kasubbag Perencanaan, IT 

dan Pelaporan 

 

18 Ikhsan, ST Kasubbag Umum dan 

Keuangan 

 

19 Suraya Jurusita Pengganti  
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20 Siti Hawa P Jurusita Pengganti  

21 Nasruddin Jurusita Pengganti  

22 Syahrul, SHI Jurusita Pengganti  

23 Hasanah Jurusita Pengganti  

24 Husna Jurusita Pengganti  

 

1. MUTASI 

Pada tahun 2018, dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan 

daftar sebagai berikut : 

 

2. PROMOSI 

Sepanjang tahun 2018, dilingkungan Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe terdapat 2 pegawai yang promosi dengan daftar sebagai berikut : 

NO NAMA LENGKAP/NIP GOL 
JABATAN SURAT KEPUTUSAN TANGGAL 

KET. 

LAMA BARU NOMOR TANGGAL PELANTIKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Drs. Surya, SH IV/c Wakil Ketua Ketua 138/KMA/SK/VIII/2018 09-08-2018 06-09-2018   

2 Suraya III/b JSP  JS 2307/DJA/Kp.04.6/SK/XI/2018 14-11-2018 27-12-2018  

 

 

 

NO NAMA LENGKAP/NIP GOL 
JABATAN SURAT KEPUTUSAN TANGGAL 

KET. 

LAMA BARU NOMOR TANGGAL PELANTIKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Syarbaini,S.Ag IV/a Sekertaris MS 
Pidie 

Sekretaris MS 
Lhokseumawe 

563/SEK/KP.I/SK/X/2018 17-10-2018 29-06-2018  

2 Dra.Hj.Nur Ismi,SH IV/c Hakim MS 
Takengon 

Hakim MS 
Lhokseumawe 

138/KMA/SK/VIII/2018 09-08-2018 07-09-2018   

3 Dra.H.Ahmad Luthfi IV/b Hakim PA 
Dabo Sikep 

Hakim MS 
Lhokseumawe 

138/KMA/SK/VIII/2018 09-08-2018 07-09-2018  

4 Drs. Syamsul Qamar, 
MH 

IV/a Wakil 
Panitera 

PP MS Aceh 1429/DjA/KP.04.6/SK/VIII/2018 28-08-2018 31-10-2018  

5 Replanheroza,SHI III/b PP MS 
Lhokseumawe 

PP PA Tanjung Pati 2269/DJA/KP.04.6/SK/XI/2018 14-11-2018 02-01-2019  

 6 Fauzan,SH III/c PP MS 
Lhokseumawe 

Panmud MS 
Lhokseumawe 

2170/DJA/Kp.04.6/SK/XI/2018 14-11-2018 02-01-2018   

7 Drs. Syamsul Bahri III/d PP MS 
Lhokseumawe 

PP MS Banda Aceh 2221/DJA/KP.04.6/SK/XI/2018 14-11-2018 27-12-2018  

8 Syahrul,SHI III/b JSP MS  
Lhokseumawe 

PP MS Suka 
Makmue 

1810/DJA/Kp.04.6/SK/X/2018 01-10-2018 31-10-2018  

9 Nasruddin II/c JSP MS 
Lhokseumawe 

JS MS 
Subulussalam 

1816/DJA/Kp.04.6/SK/X/2018 01-10-2018 31-10-2018  
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3. PENSIUN 

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang 

Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri 

Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis 

pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 

tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara 

Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906). 

 

 Pada tahun 2018 di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

tidak ada pegawai memasuki masa pensiun:  

 

NO. NAMA LENGKAP NIP JABATAN SATKER KLS GOL TMT PENSIUN KETERANGAN 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - - - - - 

 

B. PENYELESAIAN PERKARA   

1. Rekapitulasi Perkara 

a. Perkara Tingkat Pertama 

Keadaan perkara Perdata pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai  

berikut : 

 

- Sisa tahun 2017 = 33 Perkara 

- Perkara diterima selama tahun 2018 = 435 Perkara 

- Jumlah = 468 Perkara 

- Perkara diselesaikan selama tahun 2018 = 446 Perkara 

- Sisa tahun 2018 = 22 Perkara 

- Persentase penyelesaian perkara putus        =           97.00 %  
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b. Keadaan perkara Jinayah pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai 

berikut : 

 

- Sisa tahun 2017 = 0 Perkara 

- Perkara diterima selama tahun 2018 = 26 Perkara 

- Jumlah = 26 Perkara 

- Perkara diselesaikan selama tahun 2018 = 26 Perkara 

- Sisa tahun 2018 = 0 Perkara 

- Persentase penyelesaian perkara putus        =                  100        %  

   

c.  Jumlah Perkara yang diputus tetap waktu pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe sebagai berikut : 

No Jenis Perkara 
Lamanya Proses ( Dalam Bulan ) 

1-5 5-12 >12 

1 Gugatan 289 Perkara 16 Perkara 0 Perkara 

2 Permohonan 124 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 

3 Jinayah 19 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 

Jumlah 432 Perkara 16 Perkara 0 Perkara 

 

d.  Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 

pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai berikut : 

No Jenis Perkara 

Upaya Hukum 

Banding Kasasi 
Peninjauan 

Kembali 

1 Gugatan 10 Perkara 5 Perkara 0 Perkara 

2 Permohonan 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 

3 Jinayah 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 

Jumlah 10 Perkara 5 Perkara 0 Perkara 
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e.  Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe sebagai berikut : 

No Satuan Kerja 

Jumlah 

Perkara 

Mediasi 

Satua Keberhasilan Mediasi 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

Tidak Dapat 

dilaksanakan 

1 
MS 

Lhokseumawe 
83 Perkara 0 83  0 

 

f.  Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe sebagai berikut : 

No Satuan Kerja 

Jumlah 

Perkara 

Diversi 

Satua Keberhasilan Diversi 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

Tidak Dapat 

dilaksanakan 

1 
MS 

Lhokseumawe 
2 Perkara 2 0  0 

 

C.   PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik halnya 

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah 

dinas. Dalam hal ini jajaran Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe setiap tahunnya 

sedapat mungkin terus melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang 

ada, dan untuk tahun 2018  hal ini telah dianggarkan dalam  DIPA. 

Dalam hal pengelolaan administrasi tetap berpedoman kepada aturan yang 

berlaku dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih dan efisien,  oleh 

sebab itu Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menerapkan Sistem Informasi 
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Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK) dalam melakukan 

pengelolaan inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi. 

Pengawasan dan pembinaan terhadap Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe di 

wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh pada dasarnya tetap dilaksanakan secara 

berkala melalui monitoring, penertiban laporan dan administrasi Barang Milik Negara 

(BMN) seperti Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Laporan Tahunan (LT), Buku 

Inventaris Barang, sosialisasi peraturan BMN melalui Konsolidasi baik yang 

dilaksanakan langsung Mahkamah Agung RI maupun Mahkamah Syar’iyah Aceh. 

a. Tanah dan Gedung Kantor 

Pada tahun 2018 kondisi tanah dan gedung kantor Satuan Kerja Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

No Satker Luas Tanah 
Luas 

Bangunan 

Jumlah 

Unit 
Nilai Gedung 

1 2 3 4 5 6 

1 MS Lhokseumawe 3.059 m2 1.447.20 m2 1 Unit Rp.   8,321,423,000 

 

b. Tanah dan Rumah Dinas  

Pada tahun 2018 kondisi tanah dan rumah dinas Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

No Satker Luas Tanah 
Luas 

Rumah 

Jumlah 

Unit 
Nilai Gedung 

1 2 3 4 5 6 

1 MS Lhokseumawe 700 m2 360 2 Unit Rp.   150.000.000,- 

  

Dalam tahun 2018 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak ada pengadaan tanah 

dan pembangunan rumah negara. 
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c. Mess Pegawai 

 

 

Mess dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang ada merupakan 

pengalihan aset dari gedung kantor yang lama yang dialih fungsikan sebagai mess dan 

dapat dilihat dalam  tabel berikut ini : 

1. Peralatan dan Mesin 

1. Sarana dan Prasarana Gedung. 

a. Pengadaan 

  Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2018 pada 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak memiliki anggaran. 

b. Pemeliharaan 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2018 pada 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak dianggarkan anggaran karena 

bangunan gedung baru. 

c. Penghapusan 

Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2018 pada 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe masih dalam proses penghapusan. 
 

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. 

a. Pengadaan 

   Pengadaan Sarana dan Prasarana tahun 2018 pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe tidak ada pengadaan Sarana dan Prasarana. 

b. Pemeliharaan 

  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung mengenai 

Peralatan dan Mesin tahun 2018 pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Rp.60.000.000,- telah 

terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar seratus persen  (100 %). 
 

c. Penghapusan 

Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung tahun 2018 pada 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak ada penghapusan. 

No Satker Luas Tanah Luas Bangunan Nilai Gedung 
1 2 3 4 5 

1 MS Lhokseumawe 800 m2 600 m2 Rp.          1.100.000,- 



 
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

27 
 

 

D.   PENGELOLAAN KEUANGAN  

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk tahun Anggaran 2018 mengelola 

keuangan rutin dari DIPA Tahun 2018, yang terdiri dari 3 (tiga) program kerja yaitu : 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 

No Satker Pagu DIPA 
Pagu DIPA 

Revisi 
Realisasi 

% 

Realisasi 

Anggaran 

Sisa 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 MS 

Lhokseumawe 

 4.106.858.000  5.140.421.000 5.110.631.303 99.42% 29.777.812 

 

 Dari tabel diatas maka pelaksanaan program dukungan menejemen dan pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terealisasi sebesar 99.42%. 

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

No Satker Pagu DIPA 
Pagu DIPA 

Revisi 
Realisasi 

% Realisasi 

Anggaran 

Sisa 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 MS Lhokseumawe 148.500.000 148.500.000 148.500.000 100% 0 

Jumlah 148.500.000 148.500.000 148.500.000 100% 0 

 

 Dari tabel diatas maka Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terealisasi sebesar 100%. 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan dengan rincian sebagai berikut: 

No Satker Pagu DIPA 
Pagu DIPA 

Revisi 
Realisasi 

% Realisasi 

Anggaran 

Sisa 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 MS Lhokseumawe 35.312.000 35.312.000 33.670.000 95.35% 1.642.000 

           

 

Dari tabel diatas maka Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe terealisasi sebesar 95.35 % 

 Dalam tahun 2018 dari Pagu Anggaran setelah Revisi  DIPA 005.01 sebesar Rp. 

5.140.421.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.110.631.303,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 

29.777.812,- dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DIPA 01 sebesar 99.42%.  
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Dan dari Pagu Anggaran setelah Revisi  DIPA 005.04 sebesar Rp 35.312.000.-, 

dengan realisasi sebesar Rp 33.670.000.,-.dan sisa anggaran sebesar Rp 1.642.000.,-.dan 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DIPA 04 sebesar 95.35 %.  

 

 

D. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

  Pengeloalaan Website pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mengambil peranan 

penting dalam keterbukaan informasi. Melalui pengolahan website yang berisikan informasi 

mengenai transparasi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta tranparasi 

putusan. Adapun alamat website Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe serta aktivasinya 

sebagai berikut : 

No Satker Domain 
Hosting 

Packages 

Hosting 

Provider 
Status 

1 MS 

Lhokseumawe 

www.ms-

lhokseumawe.go.id 

idSemiPro RumahWeb Aktif 

 

1) Perangkat Keras 

Teknologi Informasi di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

umumnya sangat tergantung pada komputer seperti pada perangkat keras. Perangkat 

Keras Teknologi Informasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe meliputi : laptop, 

PC Unit, Server, Router dan Printer secara lebih rinci dapat di lihat pada table 

berikut . 

No Satker Jenis 

barang 
Kondisi Satuan Jumlah Hapus Nilai asset 

1 MS 

Lhokseumawe 

Laptop Baik  15  126.288.237 

PC Unit Baik  4  68.548.520 

Server Baik  1  39.200.2000 

Router Baik  1  40.000.000 

Printer Baik  8  11.974.170 

 

 

 

http://www.ms-lhokseumawe.go.id/
http://www.ms-lhokseumawe.go.id/
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2) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang 

berasal dari intansi terkait, Mahkamah Agung, dan Kementrian Keuangan adalah : 

1. SIADPA Plus (Sistem Informasi Administrasi Perkara PA); 

2. SIPP MA (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

3. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 

Negara); 

4. PERSEDIAAN; 

5. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara); 

6. SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah); 

7. SAS (Sistem Aplikasi Satker); 

8. SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrual); 

9. GPP ( Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat); 

10. SPP (Surat Permintaan Pembayaran); 

11. SPM ( Surat Perintah Membayar); 

12. RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga); 

13. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian); 

14. SIMPEG/Abs.badilag.net (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian); 

15. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian); 

16. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional); 

17. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI); 

18. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); 

19. SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) 

 

F. REGULASI TAHUN 2018 

Pada tahun 2018 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah menindaklanjuti beberapa 

regulasi yang terbit baik yang berasal dari Mahkamah Agung sendiri maupun dari 

beberapa kementrian lembaga, dalam hal ini dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi pada 8 (delapan) area yaitu: 

1. Manajemen Perubahan 

Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe telah mengintruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk 
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melapor LHKPN dan LHKKSN sebagai tindak lanjut dari peraturan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2017 tentang kewajiban penyampaian 

laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan dibawahnya. 

2. Perundang-undangan 

Dalam area II yaitu perundang-undangan Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe telah melaksanakan semua ketentuan baik dikeluarkan Mahkamah 

Agung Maupun Intansi terkait lainnya antara lain :  

a. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 

Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah 

dilaksanakannya dengan memberikan Layanan Berperkara Secara Cuma-Cuma 

dan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di 

Mahkmah Syar’iyah Lhokseumawe. 

b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 

Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan 

Peninjauan Kembali. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak 

lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan dikirimkannya Dokumen Elektronik 

sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian 

Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) 

Lingkungan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah 

ditindak lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan mempercepat proses 

penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat Pertama dan Banding. 

d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan 

Terpadu Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan 

telah dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 

Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di lingkungan Mahkamah Agung 
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Dan Badan Peradilan Dibawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan 

membayarkan Tunjangan Kinerja sesuai dengan KMA Nomor 

:128/KMA/SK/VIII/2014. 

Sedangkan regulasi yang berasal dari luar Mahkamah Agung RI atau 

Kementerian/Lembaga telah ditindaklanjuti antara lain : 

a. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan 

Inpres No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

Peraturan Pemerintah ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan sebagai 

dasar atau acuan dalam mengelola Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe. 

b. PP No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketujuh belas atas PP Nomor 7 Tahun 

1977 Tentang Peraturan Gaji PNS Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditindak 

lanjuti dan telah dilaksanakan. 

c. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2018 , tentang  Tata Cara 

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah 

dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Dalam area III yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe telah mengeluarkan regulasi pada tahun 2018 berupa Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor : W1-

A5/05/Kp.02.1/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan TIM Pengawas 

Disiplin Kerja dan Surat Keputusan Mahkamah Syar’iya Aceh nomor :W1-

A/06/Kp.02.1/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penegakan disiplin 

dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai tindak lanjut Peraturan 

Pemerintah nomor  53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat 

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor W1-A/431/OT.01.3/III/2015 tanggal 30 

Maret 2015 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan 

Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 
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4. Panataan Tata Laksana 

Dalam area IV yaitu Penataan dan Penguatan, Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe dan dalam melaksanakan tugas telah berpedoman kepada regulasi 

yang di tetapkan Mahkamah Agung maupun Kementerian/Lembaga Lainnya 

dilaksanakan sesuai dengan SOP. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Dalam area V yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM , Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe telah menindaklanjuti ketentuan KMA nomor : 

192/KMA/SK./XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim 

dilingkungan Pengadilan Agama serta KMA nomor : 193/KMA/SK/XI/2014 tentang 

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Pengadilam 

Agama yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe Nomor : W1-A2/12/KP.00.1/I/2018 Tanggal 3 Januari 2018 Tentang 

Pembentukan TIM BAPERJAKAT di lingkungan Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe.  

6. Penguatan Akuntabilitas 

Dalam area VI yaitu Penguatan Akuntabilitas, berdasarkan surat 

Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyeah Aceh telah mengeluarkan regulasi pada 

tahun 2015 berupa Surat Panitera/Sekretaris nomor : W1-A/1561/KP.04.6/XI/2015 

tanggal 30 November 2015 tentang Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Se-Aceh Tahun 2018 

sebagai tindak lanjut dari surat Ketua Area VI (Penguatan Akuntabilitas Reformasi 

Birokrasi) Nomor : B.705/BUA.3/11/2015 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

di Mahkamah Agung khususnya di Area VI. 

7. Penguatan Pengawasan 

Dalam area VII yaitu Penguatan Pengawasan, Ketua Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe telah mengeluarkan regulasi pada tahun 2018 berupa Surat Keputusan 

nomor : W1.A/05/PS.01/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang Hakim Pembina 

Pengawas Bidang, di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.  

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam area VIII yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah mengeluarkan regulasi berupa Surat 
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Keputusan nomor : W1-A5/15/HM.02.3/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang 

Pembentukan TIM Pengelolaan Meja Informasi Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe. Hal ini juga dala rangka tindak lanjut Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor :I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan. 
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BAB  IV 

PENGAWASAN INTERNAL 

 

A. Pengawasan Internal 
 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan 

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan Pengawasan 

dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan 

berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 

Agustus 2006. 

Pengawasan internal dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe. Untuk pelaksanaannya tugas-tugas pengawasan tersebut didelegasikan 

kepada Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe   

Nomor :W1-A5/16/KP.04.6/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim 

Pengawas Bidang pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Pengawasan tersebut meliputi 

bidang Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Kepaniteraan, bidang Administrasi 

dan bidang Umum. 

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara rutin oleh hakim pengawas sesuai 

dengan bidang pengawasannya, hasil dari pengawasan tersebut dilaporkan kepada Wakil 

Ketua selaku koordinator secara berkala setiap tiga bulan, untuk selanjutnya dicarikan solusi 

penyelesaiannya secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan dan pelaporan pengawasan 

tersebut masih perlu peningkatan terutama dari segi ketepatan pelaksanaan pengawasan dan 

pelaporannya dari Hakim Pengawas Bidang. 

Di samping pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang tersebut 

juga dilakukan pengawasan melekat oleh setiap pejabat struktural terhadap kinerja 

bawahannya, yakni atasan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kinerja 

bawahannya. Bagi yang berprestasi akan mendapat penghargaan dan promosi, sementara 
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bagi prestasinya kurang diberikan pembinaan, pengarahan dan dorongan untuk 

meningkatkan kinerjanya.  

Hasil pengawasan tersebut pada setiap akhir tahun berimbas pada nilai DP3 dan 

dibuat oleh setiap atasan dari pegawai yang bersangkutan.   

 

B. Evaluasi 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pembinaan dan 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan 

Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mencakup bidang Administrasi Kepaniteraan, 

Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik dapat dievaluasi sebagai berikut : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas dalam beberapa bidang telah berjalan dengan baik dan 

masing – masing pegawai telah berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung 

jawab meskipun ada beberapa temuan oleh hakim pengawas. 

2. Beberapa temuan dari hakim pengawas segera ditindaklanjuti sehingga program kerja 

yang telah ditetapkan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2018 dapat tercapai 

sesuai target kinerja yang diinginkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian laporan yamg telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah 

merumuskan beberapa kebijakan peradilan untuk menjadi landasan operasionalnya 

sebagai peradilan syariat Islam. 

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe mempunyai visi, misi, tugas pokok organisasi dan dasar hukum 

yang jelas dan kuat. 

3. Penerimaan perkara pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk 2018 

menunjukkan Peningkatan dari tahun 2017. 

4. Penyelesaian perkara untuk tahun 2018 memenuhi target dan berjalan dengan baik, 

jumlah perkara yang diproses seluruhnya sebanyak 507 perkara, jumlah perkara 

yang diputus sebanyak 458 perkara, dan sisanya sejumlah 49 perkara.  

5. Pelaksanaan tugas bidang Administrasi perkara dilakukan berdasarkan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola 

Bindalmin dan diupayakan penerapannya dengan semaksimal mungkin. 

6. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim 

dan pejabat fungsional lainnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan 

yang berlaku, dan untuk masa mendatang dirasakan perlu ditingkatkan. 

7. Pembinaan dan penataan bidang kepegawaian, umum dan keuangan telah berjalan 

dengan baik dan dirasakan perlu ditingkatkan untuk masa mendatang. 

B.  Rekomendasi 

1. Hendaknya Mahkamah Agung dapat segera meralisasikan adanya Panitera Muda 

bidang Jinayah untuk memudahkan dalam penerimaan perkara jinayah. 

2. Hendaknya setiap unit kerja memiliki staf  perlu segera penambahan tenaga baru.   
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3. Hendaknya pegawai Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat ditingkatkan 

kualitasnya, guna mengimbangi tugas-tugasnnya ke depan melalui penambahan 

pelatihan teknis dan non teknis oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah 

Agung RI. 

Demikian laporan pelaksanaan tugas Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tahun 

2018, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksaan dan 

pembinaan di masa mendatang, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan lebih 

baik dan sempurna. 

Laporan ini disadari masih ada kekurangan, dan untuk kesempurnaannya 

diharapkan adanya saran masukan dari semua pihak, dan atas kerja sama yang baik untuk 

penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


